
BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI IIALITIAHERA BARAT
NOMOR: 206/KPIS I tx /2A24

TENTANG

PEI{ETApAN T*IF AI{GHUTAN LAU? BEL4YA,RAn RAKYAT (SpEED BOAT
DAtr I(APAL KAYI I PADA PROSES EMBARKASI/DEBARKASI DARI DAII KE

TITIK LABUH I{APAL DI KOLAM PELABU.I{AN JAILOLO MELALUI DERTVIAGA
PELABUHAN JAILOLO

Menimbang : a.

BUPA?I HALMAHERA BAP.AT,

Lrahwa berdasarkan hasil kesepakatan rapat bersama iintas sektorai dan
elemen masvarakat Nomor:uM.oallg I 2luppJLL.2oz4 tanggal 1 1
September 2A24, perihal : Riviu Tarif Penumpang Pada Proses Bmbar{rasi
dan Debarkasi melalui Kapal Pelayaran rak-vat (kapal kayu dan speed
boati dari dan ketitik labuh kapal Klli. Doroionda. maka sesuai
kewenangan otonomi Daerah perlu ditetapkan Tarif Angkutan Laut
Pelayaran Rakyat (speed Boat dan Kapal Kayu) pada proses
Embarkasi/Debarkasi dari dan ke Titik Labuh Kapai di Kolam Pelabuhan
Jailolo melalui Dermaga Pelabuhan Jailolo;

bahwa proses embarkasi dan debarkasi merupakan salah satu pokok
penting yang tidak bisa dipisahkan dalam mendukung proses embarkasi
dan debarkasi berkaitan dengan jadwat keberangkatan kapal KM.
Dorolonda dari dan ke titik iabuh kapal di kolam PelaLruhan Jailolo
meialui Dermaga Peiabuhan Jailoio;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tarif Angkutan
Laut Pelayaran Ralqyat (speed Boat dan Kapal Kayu) pada proses
Embarkasi/Debarkasi dari dan ke Titik Labuh Kapal di Kolam Pelabuhan
Jailolo melalui Dermaga Pelabuhan Jailolo;

undang-undang Nomor 6a rahun 1958 tentang penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undanyundang;
undang-undang Nomor 33 Thaun 1964 tentang Dana pertanggungan
Wajib Kecelakaan Penumpang;
Undang-undarrg Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maiuku
{Jtara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Unrlang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
F{almahera Utara, Kabupaten Hairnahera Selatan, Kabupater: Kepuiauan
sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di
Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran;
lJndang-undang Nomor 23 Tahun za@ tentang Pemerintahan Daerah;
undang-undang Nomor 1 Tairun 2022 tentang Hubringan Keuangan
antara Pemerintah Prisat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 rahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1'2 Tahun 2aD tentang pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Pelayaran;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pM 28 Tahun 2oL6 tentang
Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.0LO/2O17 tentang Besar
santunan dan Iuran wajib Dana Pertanggungan wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang umum di Darat, sungai/Danau:
FerilPenyeberangan, Laut dan Udara;

14. Pcraturan fulenieri Ferhubungan Nonror FiVI i04 Tahurt 2fri7 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;

l-5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 06 Tahun 2olg tentang
Mekanisme Penetapan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan
Penyeberangan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tdnun 2A2A tentang Pedornan
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM lg rahun 2o2o tentang
Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2azl
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah Kabupaten Haknahera
Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun '2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2O24;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2a'24
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2a24 tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2a24;

surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat Nomor :

500.11I 159 /HBlIXl2024 tanggal 12 September 2C24 perihal :

Penyampaian Risalah Rapat Reviu Tarif Penumpang Pelayanan trmbarkasi
dan Debarkasi kapal KM. Doroionda Melalui Speadboat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Tarif Angkutan Laut Pelayaran Rah.,at {Speed Boat dan Kapal
Kayu) pada Proses Embarkasi/Debarkasi dari dan ke Titik Labuh Kapal di
Kolam Pelabuhan Jailolo melalui Dermaga Pelabuhan Jailolo, dengan
rincian sebagai berikut:
a. Speed Boat Rp. 20.000,-
Lr. Kapal kayu Rp. 5.000,-

Tarif sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku bagi
setiap penunlpang yang melakukan proses einbarkasi/debarkasi rlari rlan
ketjlik labuh kapal di kolam Pelabuhan Jailolo melalui Dermaga Pelabuhan
Jailolo.
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Perusahaan Pelayaran/Pemilik Kapal pelayaran rakyat (Speed Boat dan
Kapai Kayu) yang melaksanakan embarkasii riebarkasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu, teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas IiI Jailolo.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jailolo
mber 2A24

BARAT,

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Menteri Perhubungan R.I di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Soffi,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan N'Ialuku Utara di Ternate,
5. Inspektur Inspektorat Kal:. Halmahera Barat di Jailo1o,
6. Kepala Din:rs Perhuirungarr Kali. Ilairnrahera Barat <li Jailolo,
7. l(epala UPP Kelas III Jailolo di Jailolo

A^^ D.:.1 A..l* TI*.,'-aJS. DtU. nUlii. utllutlr

UPP KLS III Jailolo
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